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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJATAN,

bahwa dalam rangka untuk membiayai pelaksanaan
dan peningkatan pembangunan di Kalurahan perlu
mengintensifkan pengelolaan kekayaan Kalurahan
yang merupakan salah satu sumber pendapatan
Kalurahan;

bahwa dalam pengelolaan kekayaan Kalurahan secara
instensif agar dapat memberikan pendapatan yang
sebesar-besarnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan huruf
a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan
Panjatan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan

Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1951,

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
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Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 533; )

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah

Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



Tahun 2017 Nomor 35);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan
Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten
/Kota dan Kalurahan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 4 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan;

14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019
tentang Daftar Kewewnangan Desa Berdasarkan Hak
Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
dan
LURAH PANJATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJATAN TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan
pengawasan;

2. Kekayaan Kalurahan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai
Kalurahan

3. Kalurahan adalah sebutan Desa diwilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum yang terdiri

atas beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah
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tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, berkedudukan
langsung dibawah Kapanewon;

Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan
keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan
secara demokratis;

Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;

Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah
Daerah;

Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis
dan pelaksana kewilayahan;

Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah, yang
dipimpin oleh Panewu;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas
PMD, Dalduk dan KB adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
dan tanggung jawab dibidang Pemerintahan Kalurahan;

Bupati adalah Bupati Kulon Progo;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.



BAB II
JENIS-JENIS KEKAYAAN KALURAHAN
Pasal 2

Jenis-jenis kekayaan Kalurahan terdiri dari :

a. Tanah Kalurahan
b. Tanah bukan milik Kalurahan yang dikuasai

dimanfaatkan pengelolaannya oleh Kalurahan

c. Bangunan milik Kalurahan

d. Barang Inventaris Kalurahan.

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 3

Pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan dengan cara :

a. Disewakan
b. Bagi hasil

c. Kerjasama dengan pihak lain

dan/atau

BESARAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN

Pasal 4

Rincian lebih lanjut mengenai besaran perkiraan hasil dari masing-

masing kekayaan desa sebagaimana dimaksud pasal 2, sebagaimana

terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan oleh Lurah.

(2) Dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan Kalurahan, Lurah dapat

dibantu oleh Pamong Kalurahan lainnya atau pihak lain.




Pasal 6
Apabila dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah
tentang pembantu Pengelolaan Kekayaan Kalurahan guna pelaksanaan

Peraturan ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Kalurahan Panjatan.,

Ditetapkan di : Panjatan.
Pada tanggal -8 November 2021
LURAH PA J<-TAN

SUHARTANA
Diundangkan di: Panjatan.
Pada tanggal, : 8 November 2021
CARIK PANJATAN

AR e,

DANY NUGROHO SAPUTRO

LEMBARAN KALURAHAN PANJATAN , TAHUN 2021, NOMOR 15




000008 T : Al MU . — L .
000°006 : maun A=
00000tz :  mwun| R I e — 0 —— -1
000006  :  1¥%UN[000°00TTT uexemasIaloTy I mel 8 ~ sopiq| |
000°000'T - snqui|sye i ST T ueyeIn[ey Tesedd|
000°00T "d¥ X 0T 000°000°T Sunpen emag|sse7 I b1 S ueyeImEYy refed e
- : reunSueglz |
000'$£Z°9 TLY'LS (1) HVINOC
- wory-uereSuad| 065C , €T SIbI yemes |
DI 197 ) « -l b1  yemes [
1I weynMped|(000°000'T ueyemasiq|0L9'6 i €1 ueredoy 1| |
A uBynNpEd|000°0S2 | ueemosIalsLe't ol I 43 ueress) q
eulquIad 3L{000 +81°€ ueemosid 066 T i R m gr| ~ yemes 3
11 ueynnped|000°001 e uexemasia|00z I erd| 6 ueSuerexad
i ~ 1#nd|000°002 B ) UeemasIq|069 OAI IS yemes "2
UeyeIn[ey fE[eg UIPIoS| 000°000'T =i meess| 089'T | I R | Yameg P
ueyeinfey ueduede] 0108 II 6 yemes ‘0
Suowreq| | unSBunpdfoos's el L¥'d _ yemesq| |
 Suouwregyemny| | unSSunpdfooozs quernru| LY OB ST PT yeMES B
[ : weyempey yeue] ||
) L 9 S b e z 1
NVONVIALLIN (dy) NVVIOTIONAd (zm) svn1 SV TISyAd NVHVANTVI ON
TISVH NVVADRIAd VAVO NVVAVIEY SINAL

Z20C NVAVDDNV NNHV.L NVHVANTV NVVAVIEY NVVIOTIDNId DONV.LNAL

ODNVINIL
I20C NNHV.L ST JOWON
NVLVONVd NVHVANTVI NVANLVIId NVIIdINVT



[20C 0quer0N g ‘werefied

000"+E£°0Z 809°'16 (e+2+1) HVINAL
0 0 (e) HvINAC
0 0 ©sa(] SLIBJUAU]
- . : R . duereqg
000°00Z°+1 9EL'E (z) HVIINOC
000°008 IIX 31U
(000008 x| N -
| 000008 X yun 15
000°008 Xiwun|
000°008 IIIA 31un
0007008 [IA Hun
000008 1A Hun i i -
000008 Avun| -




BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
DAN
LURAH PANJATAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 16 / XI/BPK / TAHUN 2021

NOMOR : 24 / X1/ PKal / TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini, jumat tanggal lima bulan november tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di
Balai Kalurahan Panjatan.dalam rapat paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan,

MENYEPAKATI BERSAMA,

Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo
tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2022

MENJADI

Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tentang
Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk ditandatangani bersama oleh Ketua Badan
Permusyawaratan Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan Lurah

Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.




